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2.1. Pengertian e-Government

E-Government bukanlah sebuah perubahan fundamental yang
berjangka pendek pada pemerintahan dan kepemerintahan dan hal itu kita
tidak dapat menyaksikan pada permulaan era industrialisasi. E-Government
adalah sebuah perubahan yang global untuk mempromosikan penggunaan
internet oleh pihak pemerintah dan pihak yang terkait dengannya.

Menurut UNDP (United Nation Development Programme) dalam situs
resminya (www.undp.org) mendefinisikan e-government sebagai berikut :

“E-government is the application of information and Comunication

Technology (ICT) by government agencies.”

Konsep e-government diterapkan dengan tujuan bahwa hubungan
pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis
dapat berlangsung secara efisien, efektif dan ekonomis. Hal ini diperlukan
mengingat dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini, sehingga
pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam negara, agar
masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya
dengasn nyaman dan aman, yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan
pembenahan sistem dari pemerintahan itu sendiri, dan e-government
adalah salah satu caranya. Selain itu tujuan penerapan e-government
adalah untuk mencapai suatu tata pemerintahan yang baik (good
governance).

Pengertian dari tata pemerintahan yang baik (good governance)
menurut UNDP seperti yang dinyatakan dalam Dokumen Kebijakan UNDP
yang diterbitkan pada bulan Januari 1997 dengan judul "Tata Pemerintahan
Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan", adalah : "penggunaan
wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan

negara pada semua tingkat.
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Tata pemerintahan menyangkut seluruh mekanisme, proses, dan
lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat
mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi
kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di  antara
mereka.Tetapi berbicara mengenai e-government bukan berarti hanya
menerapkan sistem pemerintahan secara elektronik saja atau dengan kata
lain omatisasi sistem, melainkan mempunyai pengertian yang lebih
mendalam.

Pertama-tama yang harus dilhat adalah bagaimana sistem
pemerintahan berjalan sebelum penerapan e-government, karena untuk
menjalankan  e-government diperlukan suatu sistem informasi yang baik,
teratur dan sinergi dari masing-masing lembaga pemerintahan, sehingga
dari kesemuanya itu bisa didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin
dengan baik. Karena dengan sistem informasi yang demikian akan
memudahkan pemerintah dalam menjalankan fungisnya ke masyarakat.

Sedangkan untuk mewujudkan sistem informasi yang balik, teratur dan
sinergi antara lembaga pemerintahan, maka sistem informasi dari masing-
masing lembaga pemerintahan harus memenuhi suatu standar sistem
informasi, dimana standar ini meliputi persyaratan minimal untuk faktor-
faktor dari sistem informasi tersebut.

Dalam pengertian sistem informasi secara umum, maka unsur-unsur
yang terkandung didalamnya adalah manusia, teknologi, prosedur dan
organisasi. Untuk memenuhi konsep sistem informasi yang baik maka dari
masing-masing unsur tersebut harus memiliki standar yang harus dipatuhi
dan dijalankan, sehingga sistem informasi dari satu lembaga pemerintah ke
lembaga pemerintah lainnya dapat terhubung, dan informasi yang
dihasilkan dari sistem informasi tersebut bisa dipergunakan untuk keperluan
pemerintah dalam menjalankan fungsinya baik kedalam maupun keluar.
E-Government menjadi sangat populer sejalan dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi (informatioan and communication

technology-ICT). Berbagai negara di belahan dunia berlomba
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mengimplementasikan e-Government dengan strategi yang disesuaikan
dengan kondisi sosial politik serta geografisnya masing-masing, yang tujuan
akhirnya diharapkan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan terutama
dalam lingkup pelayanan mesyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi
segenap warga negaranya. Di Indonesia, topik ini menjadi populer setelah
dikaitkan dengan otonomi daerah.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan mengimplementasikan e-
government secara umum adalah sebagai berikut:
1. Membuat llingkungan bisnis yang lebih baik
2. Konsumen on-line, bukan pada offline
3. Memperkuat untuk menjadi good governance dan memperluas
partisipasi publik
Meningkatkan produktifitas pemerintahan

Meningkatkan kualitas hidup dan kepentingan umum

Berdasarkan sifat transaksi informasi pelayanan publik yang
disediakan oleh pemerintah daerah melalui jaringan informasi, maka
pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat)
tingkatan vyaitu :

1. Tingkat persiapan pembuatan situs web sebagai media informasi dan
komunikasi pada setiap lembaga dan sosialisasi situs web untuk
internal.

2. Pematangan pembuatan situs web informasi publik yang bersifat
interaktif yang berhubungan dengan lembaga lain

3. Tingkat pemantapan pembuatan situs web yang bersifat transaksi
pelayanan publik

4. Tingkat pemanfaatan pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang
bersifat Government to Government (G2G), Government to Business
(G2B), Government to Consumers (G2C).
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E-Government ini dapat diimplementasikan dalam berbagai cara.

Contoh-contohnya antara lain :

1. Penyediaan sumber informasi, khususnya informasi yang sering dicari
oleh masyarakat. Informasi ini dapat diperoleh langsung dari tempat
kantor pemerintahan, dari kios info (info kiosk), ataupun dari Internet
(yang dapat diakses oleh masyarakat dimana pun dia berada).
Informasi ini dapat berupa informasi potensi daerah sehingga calon
investor dapat mengetahui potensi tersebut. Tahukah anda berapa
pendapatan daerah anda? Komoditas apa yang paling utama?
Bagaimana kualitas Sumber Daya Manusia di daerah anda? Berapa
jumlah perguruan tinggi di daerah anda? Di era otonomi daerah,
fungsi penyedia sumber informasi ini dapat menjadi penentu
keberhasilan.

2. Penyediaan mekanisme akses melalui kios informasi yang tersedia di
kantor pemerintahan dan juga di tempat umum. Usaha penyediaan
akses ini dilakukan untuk menjamin kesetaraan kesempatan untuk
mendapatkan informasi.

3. e-procurement dimana pemerintah dapat melakukan tender secara
on-line dan transparan.

Pengertian e-government yaitu system pemerintahan yang merupakan

syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat

dalam mencapai tujuan dan cita — cita berbangsa dan bernegara. Dalam
rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pemerintah telah menertibkan Instruksi Presiden Republik Indonesia

(Inpres) Nomor & Tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai

unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan
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pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan
sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang

ditetapkan oleh masing-masing instansi.

2.1.1.Definisi e-Government
Berbeda dengan definisi e-Commerce maupun e-Business yang

cenderung universal, e-Government sering digambarkan atau

dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau
komunitas. Hal ini disebabkan karena berbagai hal:

a. Walaupun sebagai sebuah konsep e-Government memiliki prinsip-
prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki
skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda, maka
definisi dari ruang lingkup e-Government-pun menjadi beraneka
ragam.

b. Spektrum implementasi aplikasi e-Government sangatlah lebar
mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab
pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur
masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi.

C. Pengertian dan penerapan e-Government di sebuah negara tidak
dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun
mikro dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya
teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan,
pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara yang bersangkutan;
dan

d.  Visi, misi, dan strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik
mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam
proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap
penyusunan prioritas pengembangan bangsa.

Masalah definisi ini merupakan hal yang penting, karena akan menjadi
bahasa seragam bagi para konseptor maupun praktisi yang berkepentingan

dalam menyusun dan mengimplementasikan e-Government di suatu
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negara. Terkadang definisi yang terlampau sempit akan mengurangi atau
bahkan meniadakan berbagai peluang yang ditawarkan oleh e-Government,
sementara definisi yang terlampau Iluas dan mengambang akan
menghilangkan nilai (value) manfaat yang ditawarkan oleh e-Government.
Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan e-Government sebagai
berikut : E-Government mengarahkan untuk penggunakan Tl oleh semua
agen pemerintahaan (seperti WAN, internet, mobile computing) yang
mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat,

bisnis, dan pihak yang terkait dengan pemerintahan

2.1.1. Manfaat E-Government
Tanpa mengecilkan arti dari beragam contoh definisi yang telah

dipaparkan sebelumnya, setidak-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik

dari setiap definisi e-Government, yaitu masing-masing adalah:

1. Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara
pemerintah dengan masyarakat dan kalangan Ilain yang
berkepentingan (stakeholder)

2. Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet);
dengan tujuan

3. Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan.

Secara jelas dua negara besar yang terdepan dalam
mengimplementasikan konsep e-Government, yaitu Amerika dan Inggris
melalui Al Gore dan Tony Blair, telah secara jelas dan terperinci
menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-
Governmnet bagi suatu negara, antara lain:

a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-
nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal
kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan

bernegara.
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b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep
Good Corporate Governance.

C. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan
interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk
keperluan aktivitas sehari-hari.

d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-
sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak
yang berkepentingan.

e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara
cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi
sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.

f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra
pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik
secara merata dan demokratis.

Dengan kata lain, negara-negara maju memandang bahwa
implementasi e-Government yang tepat akan secara signifikan memperbaiki
kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan
masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu, implementasinya di suatu
negara selain tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara
serius, dibawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang
holistik, yang pada akhirnya akan memberikan/ mendatangkan keunggulan

kompetitif secara nasional.
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